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ABSTRACT 

Marriages between Indonesian citizens (WNI) and foreign citizens (WNA) abroad are increasingly common along 

with increasing global mobility. However, this phenomenon also presents complex legal challenges, especially related 

to marriage procedures, legal recognition, and family rights. This research aims to analyze International Private Law 

in the context of marriages between Indonesian citizens and foreigners abroad, as well as evaluating the challenges 

faced by inter-country couples and the legal solutions available. The research method used is a qualitative approach 

with descriptive-analytic techniques, which includes in-depth interviews with legal experts and Indonesian-WNA 

couples, as well as literature studies. The research results show that International Private Law plays an important 

role in providing legal certainty and protection for couples, through regulating marriage procedures, recognizing 

marital status, and resolving disputes. Despite challenges in legal recognition and differences in legal systems, 

applying the principles of Private International Law can help reduce uncertainty and protect the rights of couples. It 

is hoped that this research can provide a deeper understanding of the importance of International Private Law in 

regulating mixed marriages between countries. 
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 ABSTRAK 

Pernikahan antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) di luar negeri semakin umum 

seiring dengan meningkatnya mobilitas global. Namun, fenomena ini juga menghadirkan tantangan hukum yang 

kompleks, terutama terkait dengan prosedur pernikahan, pengakuan hukum, dan hak-hak keluarga. Penelitian ini 

bertujuan untuk menganalisis Hukum Perdata Internasional dalam konteks pernikahan WNI dan WNA di luar negeri, 

serta mengevaluasi tantangan yang dihadapi pasangan antarnegara dan solusi hukum yang tersedia. Metode penelitian 

yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik deskriptif-analitis, yang meliputi wawancara mendalam 

dengan ahli hukum dan pasangan WNI-WNA, serta studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hukum 

Perdata Internasional berperan penting dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pasangan, melalui 

pengaturan prosedur pernikahan, pengakuan status pernikahan, dan penyelesaian sengketa. Meskipun terdapat 

tantangan dalam pengakuan hukum dan perbedaan sistem hukum, penerapan prinsip-prinsip Hukum Perdata 

Internasional dapat membantu mengurangi ketidakpastian dan melindungi hak-hak pasangan. Penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya Hukum Perdata Internasional 

dalam mengatur pernikahan campuran antarnegara. 

 

Kata Kunci: Hukum Perdata Internasional, WNI, WNA. 
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 PENDAHULUAN 

Pernikahan antara Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Warga Negara Asing (WNA) telah 

menjadi fenomena yang semakin umum seiring dengan meningkatnya mobilitas global dan hubungan 

internasional. Globalisasi adalah proses integrasi dan interaksi yang semakin intensif antarbangsa dan 

masyarakat di seluruh dunia, yang dipicu oleh kemajuan teknologi, perdagangan internasional, dan investasi 

asing (Hermawanto & Anggraini, 2020). Proses ini melibatkan pertukaran barang, jasa, informasi, budaya, 

dan ide yang melampaui batas-batas geografis dan politik. Globalisasi telah mengubah cara hidup, bekerja, 

dan berkomunikasi manusia, menciptakan ekonomi global yang saling terhubung dan tergantung satu sama 

lain. Selain itu, globalisasi telah mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan akses terhadap teknologi 

dan pengetahuan, serta memperluas kesempatan kerja. Globalisasi telah mempermudah interaksi lintas 

batas, memungkinkan individu dari berbagai negara untuk bertemu, berinteraksi, dan akhirnya 

melangsungkan pernikahan (Tampongangoy, 2022). Perpaduan budaya yang terjadi dalam pernikahan 

antarnegara ini juga membawa keunikan tersendiri dalam konteks sosial dan budaya. Namun, di balik 

keindahan perpaduan budaya ini, terdapat tantangan hukum yang kompleks yang harus dihadapi. 

Mengatasi hal tersebut, hukum Perdata Internasional memiliki peran penting dalam menentukan 

hukum yang berlaku, hak dan kewajiban para pihak, serta pengakuan status hukum pernikahan tersebut di 

berbagai yurisdiksi. Hukum Perdata Internasional adalah cabang hukum yang mengatur hubungan hukum 

perdata yang melibatkan unsur asing atau lintas batas negara (Monalisa, 2024). Hukum ini memainkan 

peran penting dalam mengatasi konflik hukum yang muncul ketika dua atau lebih sistem hukum berbeda 

bersinggungan dalam satu kasus. Tujuan utama Hukum Perdata Internasional adalah untuk memberikan 

kepastian hukum dan keadilan bagi individu dan entitas yang terlibat dalam hubungan hukum internasional, 

serta memfasilitasi kerjasama hukum antara negara-negara (Abdillah et al., 2024).  

Beberapa permasalahan hukum yang muncul dalam pernikahan campuran mencakup berbagai 

aspek, mulai dari prosedur pernikahan, pengakuan pernikahan di negara asal dan negara tempat tinggal, 

hingga hak-hak keluarga dan warisan. Prosedur pernikahan yang harus diikuti oleh pasangan WNI dan 

WNA seringkali berbeda di setiap negara, menimbulkan tantangan tersendiri dalam memenuhi persyaratan 

legal di kedua negara tersebut (Bagenda et al., 2024). Pengakuan pernikahan juga menjadi isu penting, 

karena pernikahan yang sah di satu negara belum tentu diakui di negara lain, yang dapat mempengaruhi 

status hukum pasangan tersebut, hak-hak mereka sebagai suami-istri, serta status kewarganegaraan anak-

anak mereka.  

Selain itu, hak-hak keluarga dan warisan juga sering menjadi sumber konflik. Misalnya, perbedaan 

aturan mengenai hak asuh anak, pembagian harta warisan, dan hak-hak ekonomi pasangan dapat 

menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pasangan yang terlibat dalam pernikahan campuran. Perbedaan 

sistem hukum dan budaya antara negara asal WNI dan negara asal WNA seringkali menambah 

kompleksitas situasi ini. Sistem hukum yang berbeda dapat menghasilkan interpretasi yang berbeda 

terhadap hak dan kewajiban pasangan, serta cara penyelesaian konflik yang muncul (Herawati et al., 2023). 

Budaya yang berbeda juga dapat mempengaruhi persepsi dan ekspektasi masing-masing pasangan terhadap 

pernikahan, yang dapat menimbulkan konflik. 

Melalui analisis terhadap Hukum Perdata Internasional, artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi 

dan mengevaluasi berbagai isu hukum yang berkaitan dengan pernikahan WNI dengan WNA di luar negeri. 

Penelitian ini akan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh pasangan antarnegara, serta 

mengevaluasi solusi hukum yang tersedia untuk mengatasi konflik hukum yang muncul. Dengan demikian, 
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diharapkan artikel ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya Hukum 

Perdata Internasional dalam mengatur pernikahan campuran antarnegara dan memberikan panduan bagi 

pasangan WNI dan WNA dalam menjalani kehidupan pernikahan di luar negeri. 

Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Hukum Perdata Internasional mengatur prosedur pernikahan antara WNI dan WNA di luar 

negeri? 

2. Apa saja tantangan hukum yang dihadapi oleh pasangan WNI dan WNA dalam pernikahan di luar 

negeri? 

3. Bagaimana pengakuan dan penegakan hukum terkait pernikahan antara WNI dan WNA di negara asal 

dan negara tempat tinggal mereka? 

4. Apa peran Hukum Perdata Internasional dalam memberikan perlindungan hukum bagi pasangan WNI 

dan WNA di luar negeri? 

 

 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan 

metode deskriptif-analitis. Data penelitian terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh 

melalui wawancara mendalam dengan ahli hukum, praktisi hukum, serta pasangan WNI dan WNA yang 

telah menjalani pernikahan di luar negeri. Data sekunder diperoleh dari studi literatur berupa buku, jurnal 

ilmiah, artikel, dokumen hukum, peraturan perundang-undangan terkait, dan putusan pengadilan. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan mencakup studi literatur, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi. 

Analisis data dilakukan dengan teknik analisis kualitatif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan. Untuk memastikan validitas dan reliabilitas penelitian, dilakukan triangulasi data 

dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber serta pengecekan ulang data melalui konfirmasi 

dengan narasumber. Metode penelitian ini dirancang untuk memberikan gambaran yang komprehensif dan 

mendalam mengenai permasalahan hukum perdata internasional dalam konteks pernikahan WNI dengan 

WNA di luar negeri, serta untuk mengidentifikasi solusi hukum yang efektif dalam mengatasi konflik yang 

muncul. 

          

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1) Peraturan Hukum Perdata Internasional dalam prosedur pernikahan antara WNI dan WNA di 

luar negeri 

Hukum Perdata Internasional mengatur prosedur pernikahan antara WNI dan WNA di luar 

negeri melalui serangkaian prinsip dan aturan yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan 

keadilan bagi pasangan antarnegara. Prosedur pernikahan ini diatur oleh hukum yang berlaku di negara 

tempat pernikahan tersebut dilangsungkan serta hukum nasional dari masing-masing pihak yang 

terlibat. Pertama, dalam banyak yurisdiksi prosedur pernikahan antarnegara harus memenuhi syarat-

syarat legal yang berlaku di negara tempat pernikahan dilakukan. Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 

2019 tentang Perkawinan, di Indonesia mengharuskan pernikahan yang dilaksanakan di luar negeri oleh 

WNI untuk memenuhi syarat dan tata cara yang ditetapkan oleh negara tempat pernikahan tersebut. 

Selain itu, pernikahan tersebut harus dicatatkan pada Perwakilan Republik Indonesia di negara tersebut 
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agar memiliki kekuatan hukum yang sah di Indonesia. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa 

berbagai negara memiliki persyaratan yang berbeda-beda untuk pernikahan antarnegara. Studi oleh 

(Firdausi, n.d.) menyoroti bahwa beberapa negara mensyaratkan adanya bukti bahwa para pihak tidak 

memiliki halangan untuk menikah di negara asal mereka, seperti sertifikat status pernikahan. Hal ini 

sesuai dengan regulasi di banyak negara Eropa yang mengharuskan calon pengantin untuk memberikan 

dokumen-dokumen yang membuktikan bahwa mereka memenuhi syarat untuk menikah sesuai dengan 

hukum negara asal.  

Kedua, pengakuan hukum terhadap pernikahan antarnegara juga menjadi aspek penting dalam 

Hukum Perdata Internasional. Pengakuan ini mencakup validitas pernikahan di negara asal kedua 

pihak. Di Indonesia, pengakuan ini diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang 

Perkawinan, yang menyatakan bahwa pernikahan yang dilakukan di luar negeri dianggap sah jika 

dilangsungkan menurut hukum yang berlaku di negara tempat pernikahan itu dilakukan dan dicatatkan 

pada instansi yang berwenang di negara tersebut serta pada Perwakilan Republik Indonesia. Hasil 

penelitian oleh (Haidar et al., 2023) menunjukkan bahwa pengakuan hukum terhadap pernikahan 

antarnegara dapat menjadi rumit ketika hukum dari negara asal para pihak bertentangan dengan hukum 

negara tempat pernikahan dilangsungkan. 

Ketiga, peran Hukum Perdata Internasional juga mencakup penyelesaian konflik hukum yang 

muncul dari perbedaan sistem hukum antara negara asal WNI dan WNA. Prinsip-prinsip seperti hukum 

pilihan (choice of law) dan forum non conveniens membantu menentukan yurisdiksi dan hukum yang 

berlaku dalam penyelesaian sengketa yang mungkin timbul dari pernikahan tersebut. Misalnya, dalam 

kasus perebutan hak asuh anak atau pembagian harta warisan, prinsip-prinsip ini membantu 

mengidentifikasi hukum yang harus diterapkan dan pengadilan mana yang berwenang untuk 

menyelesaikan perkara. Penelitian oleh (Fachrina et al., 2024) menyoroti pentingnya mekanisme 

penyelesaian sengketa yang adil dan efektif dalam kasus pernikahan antarnegara. Mereka mencatat 

bahwa adanya perjanjian bilateral atau multilateral antara negara-negara dapat membantu memberikan 

kerangka kerja yang lebih jelas dan meminimalkan konflik hukum yang berpotensi merugikan pasangan 

suami-istri. 

 

2) Tantangan hukum yang dihadapi oleh pasangan WNI dan WNA dalam pernikahan di luar negeri 

Pasangan WNI dan WNA yang melangsungkan pernikahan di luar negeri menghadapi 

sejumlah tantangan hukum yang kompleks dan bervariasi tergantung pada yurisdiksi masing-masing. 

Tantangan-tantangan ini mencakup beberapa aspek utama, seperti prosedur hukum, pengakuan hukum, 

hak-hak keluarga, dan penyelesaian konflik hukum. Salah satu tantangan utama adalah perbedaan 

prosedur hukum yang harus diikuti oleh pasangan WNI dan WNA dalam melangsungkan pernikahan 

di luar negeri. Di Indonesia, prosedur pernikahan untuk WNI yang menikah dengan WNA di luar negeri 

diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang mensyaratkan bahwa 

pernikahan harus dilangsungkan sesuai dengan hukum yang berlaku di negara tempat pernikahan 

dilaksanakan. Selain itu, pernikahan tersebut harus dicatatkan pada Perwakilan Republik Indonesia di 

negara tersebut. Perbedaan prosedur ini dapat menyebabkan kebingungan dan kesulitan administratif 

bagi pasangan, terutama jika persyaratan hukum di kedua negara bertentangan (Siahaan, 2019). 

Pengakuan hukum terhadap pernikahan antarnegara juga menjadi tantangan yang signifikan. 

Pasangan seringkali menghadapi kesulitan dalam mendapatkan pengakuan hukum atas pernikahan 
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mereka di negara asal masing-masing. Beberapa negara memiliki persyaratan tambahan untuk 

pengakuan pernikahan. Kurangnya keseragaman dalam pengakuan hukum ini dapat menimbulkan 

ketidakpastian hukum bagi pasangan, terutama terkait dengan hak-hak mereka sebagai suami-istri dan 

status kewarganegaraan anak yang dilahirkan (Mutiara et al., 2023). 

Hak-hak keluarga seperti hak asuh anak, hak waris, dan hak-hak ekonomi pasangan, seringkali 

menjadi sumber konflik dalam pernikahan campuran antarnegara. Sistem hukum yang berbeda dapat 

menghasilkan interpretasi yang berbeda terhadap hak dan kewajiban pasangan. Penelitian oleh (Zelvian 

et al., 2022) menunjukkan bahwa perbedaan ini dapat menimbulkan ketegangan dan konflik yang sulit 

diselesaikan tanpa bantuan hukum yang memadai. Penyelesaian konflik hukum yang muncul dari 

pernikahan antarnegara seringkali memerlukan penerapan prinsip-prinsip Hukum Perdata Internasional 

seperti hukum pilihan (choice of law) dan forum non conveniens. Prinsip-prinsip ini membantu 

menentukan yurisdiksi dan hukum yang berlaku dalam menyelesaikan sengketa. 

Selain tantangan hukum, perbedaan budaya antara WNI dan WNA juga dapat mempengaruhi 

dinamika pernikahan. Perbedaan nilai-nilai dan norma budaya dapat menambah kompleksitas situasi 

hukum dan memperburuk konflik yang ada. Perbedaan persepsi tentang peran gender, tanggung jawab 

keluarga, dan ekspektasi pernikahan dapat menimbulkan ketegangan yang mempengaruhi stabilitas 

pernikahan (Gisandrina et al., 2024). Secara keseluruhan, pasangan WNI dan WNA yang 

melangsungkan pernikahan di luar negeri menghadapi berbagai tantangan hukum yang kompleks. 

Analisis hasil penelitian terdahulu dan peraturan perundang-undangan yang relevan menunjukkan 

bahwa meskipun terdapat tantangan-tantangan tersebut, penerapan prinsip-prinsip Hukum Perdata 

Internasional dapat membantu memberikan solusi hukum yang efektif dan memastikan perlindungan 

hukum yang memadai bagi pasangan.  

 

3) Pengakuan dan penegakan hukum terkait pernikahan antara WNI dan WNA di negara asal dan 

negara tempat tinggal 

Pengakuan dan penegakan hukum terkait pernikahan antara WNI dan WNA di negara asal dan 

negara tempat tinggal mereka merupakan isu kompleks yang diatur oleh Hukum Perdata Internasional. 

Pengakuan pernikahan lintas negara ini tergantung pada kesesuaian hukum nasional dari kedua negara 

yang terlibat serta perjanjian internasional yang berlaku. Pertama, pengakuan pernikahan di negara asal 

WNI diatur oleh Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Pasal ini menyatakan bahwa 

pernikahan yang dilaksanakan di luar negeri oleh WNI dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan 

hukum yang berlaku di negara tempat pernikahan tersebut dilaksanakan dan dicatatkan pada instansi 

yang berwenang di negara tersebut serta pada Perwakilan Republik Indonesia. Hal ini menunjukkan 

bahwa pengakuan hukum di Indonesia mengharuskan pernikahan tersebut memenuhi prosedur hukum 

setempat dan dicatatkan di perwakilan negara Indonesia. 

Penegakan hukum terhadap pernikahan antarnegara melibatkan implementasi hukum keluarga 

dan perdata yang relevan di kedua negara. Dalam hal ini, peraturan mengenai hak-hak keluarga, hak 

asuh anak, dan warisan menjadi penting. Hak-hak tersebut harus dihormati dan diakui oleh negara asal 

WNA sesuai dengan perjanjian bilateral atau multilateral yang berlaku. Selain itu, tantangan terbesar 

dalam penegakan hukum pernikahan antarnegara adalah adanya konflik hukum antara negara asal dan 

negara tempat tinggal. Perbedaan dalam sistem hukum seringkali menimbulkan sengketa hukum yang 

sulit diselesaikan. Prinsip hukum perdata internasional seperti lex loci celebrationis (hukum tempat 
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pernikahan dilangsungkan) dan lex domicilii (hukum tempat tinggal) sering digunakan untuk 

menentukan hukum mana yang berlaku. Perbedaan interpretasi hukum antara negara dapat 

menyebabkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi pasangan suami-istri (Fawaid, 2022). Hal 

ini menekankan pentingnya kesepakatan internasional untuk memperjelas aturan dan memberikan 

perlindungan hukum yang adil bagi pasangan yang terlibat dalam pernikahan antarnegara. 

 

4) Peran Hukum Perdata Internasional dalam memberikan perlindungan hukum bagi pasangan 

WNI dan WNA di luar negeri 

Hukum Perdata Internasional memiliki peran yang krusial dalam memberikan perlindungan 

hukum bagi pasangan WNI dan WNA yang menikah di luar negeri. Perlindungan ini mencakup 

berbagai aspek, mulai dari pengakuan status pernikahan, hak dan kewajiban pasangan, hingga 

penyelesaian sengketa hukum yang mungkin timbul. Pertama, Hukum Perdata Internasional 

menetapkan aturan-aturan yang memastikan bahwa pernikahan antarnegara diakui secara sah dan 

diterima di berbagai yurisdiksi. Pengakuan ini memberikan kepastian hukum mengenai status 

pernikahan bagi pasangan tersebut di Indonesia dan memastikan bahwa hak-hak mereka diakui secara 

sah. Pengakuan pernikahan antarnegara sangat penting untuk menjamin hak-hak pasangan di negara 

asal dan negara tempat tinggal (Bagenda et al., 2024). Dalam hal ini, Hukum Perdata Internasional 

memainkan peran penting dalam menyediakan kerangka kerja yang memungkinkan pengakuan dan 

pelaksanaan pernikahan di berbagai negara dan mengurangi risiko konflik hukum. 

Kedua, Hukum Perdata Internasional memberikan perlindungan hukum melalui pengaturan 

hak-hak keluarga, seperti hak asuh anak, hak warisan, dan hak ekonomi pasangan. Di Indonesia, 

misalnya, hak-hak ini diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, termasuk 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan peraturan terkait lainnya. Peraturan ini 

memastikan bahwa hak-hak pasangan terlindungi. (Rizky, 2024) dalam penelitiannya menemukan 

bahwa perbedaan hukum keluarga antarnegara dapat menimbulkan tantangan besar bagi pasangan 

antarnegara. Namun, prinsip-prinsip Hukum Perdata Internasional seperti lex domicilii (hukum tempat 

tinggal) membantu menentukan hukum yang berlaku dalam hal hak asuh anak dan pembagian harta 

warisan, sehingga memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang lebih baik bagi pasangan. 

Ketiga, Hukum Perdata Internasional juga berperan dalam penyelesaian sengketa yang 

mungkin timbul dari pernikahan antarnegara. Mekanisme penyelesaian sengketa seperti arbitrase 

internasional atau pengadilan yang berwenang membantu menyelesaikan konflik hukum dengan cara 

yang adil dan efisien. Prinsip forum non conveniens, yang memungkinkan pengadilan menolak 

yurisdiksi jika ada forum lain yang lebih sesuai, sering digunakan dalam konteks ini. (Haidar et al., 

2023) menekankan pentingnya mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan efektif dalam konteks 

pernikahan antarnegara. Penelitian ini mencatat bahwa adanya perjanjian bilateral atau multilateral 

antara negara-negara dapat membantu mengurangi ketidakpastian hukum dan memberikan kerangka 

kerja yang lebih jelas untuk penyelesaian sengketa. Secara keseluruhan, peran Hukum Perdata 

Internasional dalam memberikan perlindungan hukum bagi pasangan WNI dan WNA di luar negeri 

sangat penting. Melalui pengakuan hukum yang sah, perlindungan hak-hak keluarga, dan mekanisme 

penyelesaian sengketa yang efisien, Hukum Perdata Internasional memastikan bahwa pasangan suami-

istri yang menikah di luar negeri dapat menikmati kepastian hukum dan perlindungan yang adil. 

Analisis ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat tantangan dalam mengatur pernikahan antarnegara, 
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Hukum Perdata Internasional memainkan peran kunci dalam menjaga hak-hak dan kewajiban 

pasangan, serta memberikan kerangka hukum yang stabil dan aman. 

 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Hukum Perdata 

Internasional memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur dan memberikan perlindungan hukum 

bagi pasangan Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang menikah di luar 

negeri. Meskipun pernikahan antarnegara membawa keunikan budaya dan sosial, tantangan hukum yang 

kompleks sering kali muncul, termasuk perbedaan prosedur pernikahan, pengakuan hukum, serta hak-hak 

keluarga dan warisan. Hukum Perdata Internasional berfungsi untuk memberikan kepastian hukum melalui 

pengaturan yang jelas mengenai prosedur pernikahan, pengakuan status pernikahan, dan penyelesaian 

sengketa yang mungkin timbul. Dengan adanya prinsip-prinsip seperti lex loci celebrationis dan lex 

domicilii, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang adil, Hukum Perdata Internasional membantu 

mengurangi ketidakpastian hukum dan melindungi hak-hak pasangan. Oleh karena itu, pemahaman yang 

mendalam tentang Hukum Perdata Internasional sangat penting bagi pasangan WNI dan WNA dalam 

menjalani kehidupan pernikahan di luar negeri, agar mereka dapat menghadapi tantangan hukum dengan 

lebih baik dan memastikan perlindungan hak-hak mereka di berbagai yurisdiksi. 
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